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BAB IV 
SIMPULAN DAN SARAN 
A. SIMPULAN 
 Menurut hasil penelitian dan pembahasan dari bab-bab sebelumnya, dapat 
disimpulkan sebagai berikut: 
1. Disdagnakerkop & UKM Kabupaten Karanganyar dalam melaksanakan 
pembinaan dan pengawasan terhadap koperasi-koperasi di daerah 
Kabupaten Karanganyar terdapat hambatan-hambatan yaitu tidak 
disiplinnya pengurus koperasi dalam menyampaikan laporan RAT 
koperasi setiap tahun kepada Disdagnakerkop & UKM Kabupaten 
Karanganyar, beberapa oknum pengurus koperasi yang memanfaatkan 
koperasi demi kepentingan pribadi atau kelompok, kurangnya intensitas 
pembinaan oleh Disdagnakerkop & UKM Kabupaten Karanganyar 
kepada koperasi-koperasi.  
2. Solusi untuk mengatasi tidak disiplinnya pengurus koperasi dalam 
menyampaikan laporan RAT Tahunan, Disdagnakerkop & UKM 
Kabupaten Karanganyar menghubungi pengurus koperasi yang 
bersangkutan untuk secepatnya mnyampaikan laporan RAT tahunan. 
Kemudian solusi untuk mengatasi oknum pengurus koperasi yang 
memanfaatkan koperasi demi kepentingan pribadi atau kelompok, maka 
Disdagnakerkop & UKM Kabupaten Karanganyar melakukan 
investigasi secara mendalam yang kemudian akan ditindak lanjuti 
sesuai dengan peraturan yang berlaku. Solusi mengenai kurangnya 
intensitas pembinaan dan pengawasan oleh Disdagnakerkop & UKM 
Kabupaten Karanganyar kepada koperasi-koperasi daerah yang 
disebabkan kurangnya pegawai dan anggaran, maka Disdagnakerkop & 
UKM Kabupaten Karanganyar mengajukan penambahan pegawai dan 
anggaran. 
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B. SARAN 
Berdasarkan hasil simpulan diatas dapat penulis sarankan sebagai berikut: 
1. Pengurus koperasi dan masyarakat perlu disadarkan akan hukum 
perkoperasian dengan dilakukan penyuluhan pendidikan dan pelatihan 
bagi masyarakat secara terus-menerus agar tercipta budaya hukum 
koperasi yang sesuai dengan konsep hukum perkoperasian.  
2. Disdagnakerkop & UKM perlu meningkatkan kapabilitas pegawai dalam 
pembinaan dan pengawasan koperasi, disamping itu penambahan 
pegawai dalam melaksanakan tugas pembinaan dan pengawasan yang 
efektif merupakan suatu keniscayaan. 
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